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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya alokasi penggunaan dana BOS untuk alokasi
pengembangan perpustakaan yang helum terealisasikan, Kepala Sekolah belum mercalisasikan
alokasi dana BOS wntuk pembelian komputer dan Kepala Sekolah belum merealisasikan alokasi
angearan untik pemeliharaan sekolah dari dana BOS. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi
kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1010 Talun 2013 Tentang Bantuan
Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun
2014 ? 2) Apa hambatan-hambatan yang dikadapi dalam Implementasi kebijakan ? 3) Bagaimana
upaya-upaya yvang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam Implementasi
kebijakan?Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelition kualitatif, Informan dalam
penelitian ini adanya sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknis
analisis data dalam penelitian ini adaloh Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penvajian
Data) dun Conclusion Drawing/Verivikation (Veriftkasi Data). Berdasarkan pembahuasan hasil
penelition dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2043 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan
Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014 dapat diketahui babiwa secara wmum
sudah dilaksanakan namun masih ada sebagian realisasi penggunaan dana BOS yang belum optimal.
Terdapat hambatan yvang dihadapi dalam pengadaan buku teks pelajaran dan mengganti buku vang
rusak adoalah belum melakukan inventasrisasi kebutiwhan buku teks pelajuran siswa dari andoai buku
kelas I sampai kelas Vi dan inventarisiv bulu-buku pelajaran vang rusak untuk diganti dengan vang
bary, belum adanya penggunaan internet dengan mobile modem karena lemahnya sinval di lokasi
sekolah, dan jauhnya jaringan kabel leltkom, belum dapat merealisasikan untuk pengecatun, perbaikan
atap bocor dan perbaikan mebeler dan perbaikan WC guru dan siswa dan belum dapat
merealisasikan uniuk pembelian dan perawatan perangkat komputer sekolah dan pengadaan alat
cetak dan pemindai seperti printer dun scanner. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi,
digntaranva adalah upaya untuk pengadaan bukn pelajaran siswa berupa upaya inventasrisasi
macam-macam huku teks pelajaran siswa dan jumlah buku dari mulai buku kelas | sampai kelas VI,
mendata dan menginventarisiv buku-buku yang terdapar di perpustakaan dengan cara memisahkan
buku-buky pelajaran yang sudah rusak yang ada diperpus kemudian di data bubu-buku apa yang
dibutuhkan, pengadaan alat penguat sinval dan mengajukan permohonan pada Telkom untuk dapat
berlangganan speddy dan upaya untuk merealisasikan pengecatan, perbaikan atap bocor dan
perbaikan mebeler bevupa menunggu waktu vang lepat agar perbuikan dapat dilukukan, mencari
suplaver cat yang lebill kompetitif serta upaya untuk dapat merealisasikan pembelian dan perawatan
perangkat komputer sekolah dan pengadaan alat cetak dan pemindai seperti printer dan scanner.

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Operasional Sekolah (ROS)

PENDAHULUAN

Sckolah  scbagai  lembaga pendidikan
merupakan tempat dimana proses pendidikan
secary formaldilakukan, memiliki sistem yang
kompleks dan dinamis. Pada proses sclanjutnya
sckolah  adalall tempat yang bukan  hanya

sekedar tempat berkumpul antara guru dan
murid saja, melainkan berada pada satu tatanan
yang rumit dan saling berkaitan. Oleh karena itu
sekolah  dipandang sebagai suaty  grzanisasi
yang membutuhkan pengelolaan yang lehih
profesional. Kegiatan lain organisasi sckolah
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adalah mengelola sumber daya manusia (SDM)
yang diharapkan dapat menghasilkan lulusan
vang berkualitas dan bermutu sesuai dengan
tuntutan kebutuhan masyarakat serta pada
gilirannya lulusan sckolah diharapkan dapat
memberikan kontribusi demi terlaksananya
pembangunan bangsa,

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam
kurun waktu 2004-2009 mcliputi peningkatan
akses masyarakat terhadap pendidikan wyang
lebih berkualitas. Hal ini dilakukan melalui
peningkatan  pelaksanaan  Wajib  Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan
pemberian akses yang lebih besar kepada
kelompok masyarakat yang selama ini kurang
dapat menjangkau layanan pendidikan, sepert
masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di
dacrah terpencil, masyarakat di daerah-daerah
konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat,
Sampai dengan tahun 2003 masih banyak anak
usia sekolah yang tidak dapat mengikuti
pendidikan sebagaimana dibarapkan. Anak usia
7 sampai dengan 15 tahun yang belum pernah
sekolah sekitar 693,7 ribu orang (1,7%).
Sementara itu vang tidak bersekolah lagi baik
karena putus sckolah maupun karcna tidak
melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs ke
Jenjang pendidikan menengah sckitar 2,7 juta
orang atau 6.7 persen dari total penduduk usia
7-15 tahum.

Pemerintah melakukan perubahan
kebijakan Banman Operasional Sekolah (BOS)
pada tahun 2009, antara lain mencakup
penggunaan dana, biaya satuan BOS yang
mengalami peningkatan sekitar 50 perscn, serta
tuntutan peningkatan transparansi akuntabilitas
pegelolaan  dana  Bantwan  Operasional
Sekolah.Lebih  lanjut dikatakan Mendiknas,
BOS 2009 mengalami kenaikan signifikan
sekitar 50 persen bila dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya, Biaya satuan BOS, termasuk BOS
buku di dalamnya per siswa per tahun mulai
Januari 2009unwk tngkat 5D dikota menjadi
RP 400 ribu dan B 397 ribu untuk siswa SD di
tingkat kabupaten. Sedangkan BOS SMP di
kota Rp. 575ribu dan di kabupaten Rp.570ribu.
BOS tlingkat SD disalurkan kepada sekitar
J0juta siswa dan BOS SMP kepada sckitar 11,8
juta siswa. "Dengan kenaikan kesejuhteraan
purt PNS dan kepaikan BOS sejak Januari
2009, semuoa 5D dan SMP  Negeri harus
membebaskan siswa dari biaya operasional
sekolal.

Dalam perkembangannya, program BOS
mengalami  mengalami  peningkatan  biaya
satuan  dan  juga perubahan  mekanisme
penyaluran sesuai Undang-Undang APBN yang
berlaku. Sejak tahun 2012 penyaluran dana
BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke
provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening
sekolah secara online. Melalui mekanisme ini,
penyaluran duna BOS ke sckolah  begalan
lancar.

Penerimaan dana dari program BOS
merupakan salah salu upaya vang dilakukan
sekolah tersebut untuk memudahkan siswa
dalam pembiayaan pendidikannya. Artinya
dengan diterimanya dana tersebut maka
diharapkan parasiswa akan lebih dapat
berkonsentrasi dalam belajar sehingga nantinya
dapat meningkatkan hasil belajamya. Dimana
nantinya dengan adanya peningkatan hasil
belajar akan lebih meningkatkan mutu lulusan
dari sekolah tersebut. Namum fenomena yang
berkembang menunjukkan bahwa implementasi
manajemen dana Bantuan Operasional Sckolah
(BOS) bahwa pihak sekolah kurang maksimal
dalam melakukan perencanaan,
pengorganisasian, penggeraklkan, dan
pengawasan dalam pengelolaan dana BOS
tersebut.

Sesuai  dengan  Peratuwran  Menten
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 tahun
2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan
Pertanggungjawaban Kecuangan Dana Bos
Tahun Anggaran 2014 bahwa Dana BOS
diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola
sccara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan
dewan guru dan Komitc Sekolah dengan
mencrapkan MBS sebagai berikut : sckolah
mengelola dana secara profesional, transparan
dan akuntabel; Sckolah harus memiliki Rencana
Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan:
Sekolah  harus  menyusun  Rencana  Kerja
Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sckelah (RKAS),
dimana dana BOS merupakan bagian integral
dari RKAS tersebut; (Permendikbud 2013 : 9).

Adapun penggunaan  dang BOS
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 101 tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Pengpunaan dan
Pertanggungjawaban  Keuangan Dana  Bos
Tahun  Anggaran 2014 Bab V  tentang
FPenggunuan Dany Bos, sebagai berikut
I. Pengembangan Perpustakaan
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2. Pendirian pasar modern _memperhatikan  perkembangan
permukiman bary
Mermperhatikan jumiah penduduk 3 e 226
Memperhatikan kepadatan penduduk 4 112
3 Pelaka usaha pasar tnodem adalab orang yang berdomisili
dekat densan pasar
Pelakn usaha Pasar Modern meclakukan kKemitraan atan 5 102
kerjasama di bidang perdagangan dengan Pasar Tradisional 238
Pelaky usaha pasar modern  dapat  dengan  mudah 6 136
mendatangi lokasi
4, Pendirian Pasar Modern Harus menperhatikan keberadaan
pasar tradisional
Memberikan perlindungan pada Pesar Tradisional 7 05 225
Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pesar 8 5130
modern di suam wilayah tertentu apar tidak merugikan dan
mematikan pasar wradisional -
Jumlah 8 961 061
Rata-Rata 120,12 | 120,12
Sumber: Hasil Penelitian, 2014
Dari tabel rekapitolasi hasil jawaban angka sebesar 52,68 %, dengan perhitungan

responden  untuk  variabel
pembanguan  pasar modetn
diperoleh total skor sebesar Y61,

Rata-rata skor wvariabel pemberian

pemberian  iZin
olch pemda

1Zin

schagai berikut:
Persentase variabel pembenian izin pembanguan
pasar modern oleh pemda.

pembanguan pasar modern oleh pemdz (X)  =Total skor x 100%
olcor 1deal
= Total skor = 561 x100%
Jumlah item ixTox 8
= D61 = 961 x 100%
8 1824
= 120,12 = 52,68%
Dengan demikian rata-rata untuk variabel Hasil perhitungan  tersebut  apabila
pemberian izin pendirian pasar modemn olch dikonsultasikan dengan  hasil persentase

pemda Ciamis sebesar 120,12 yang berarii
berada pada kategori kurang. Apabila
ditunjukkan dalam bentuk persentase diperoleh

menurat Arikunto (1998: 246) berada pada
katepori culup. Dengan dembian Pemberian
Izin Pendirian Pasar Modern Oleh Pemda pada
kategori cukup.

Penjualan Pedagang Pasar Tradisional Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

REKAPITULASI HASIL JAWABAN RESPONDEN UNTUK VARIABEL PENJUALAN PEDAGANG
DI PASAR TRADISIONAL BANJARSARI KECAMATAN BANJARSARI CLIEUNGIING
KABUPATEN C1AMIS

Nu. Kualitas Pelayanan P e Skor 'h“fﬂah
L ; erianyaan Skor
bl o 2 3 4 5

] Llzaha yang Terpadu
Adanya stratcgl dan konsep penjualan 1 170
pada pedagang pasar tradisional
Adanya  penycsuaian  rencana  eleh 36
pedagane  pasar  tradisional  dengan 2 [ 43
konedisi yang ada
1 e el
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I

. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta
didik baru

3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler

peserta didik

Kegiatan Ulangan dan Ujian

Pembelian bahan-bahan babis pakai

Langganan daya dan jasa

Perawatan sekolah

Pembayaran honorarium bulanan  guru

honorer dan tenaga kependidikan honorer

9. Pengembangan profesi guru

10.Membantu peserta didik miskin

11.Pembiayaan pengelolaan BOS

12.Pembelian dan  perawatan
komputer

13.Biaya lainnya jika scluruh komponen 1 s.d
12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS,
(Permendikbud 2013 : 27)

Berdasarkan hasil pengematan penulis
yang dilakukan di SD Negeri 2 Ciparakan
Eecamatan Kalipucang Kabupaten
Pangandaran pada tahun 2014, di temukan

e A

perangkat

beberapa permasalahan-permasalahan
menyangkut pelaksanaan penggunaan dana
bantuan operasional sekolah (BOS),
diantaranya 1) Masih  adanya  alokasi

penggunaan dana BOS untk  alokasi
pengembangan perpustakaan  yang  belum
terealisasikan seperli belum adanya akses
informasi, tidak terpeliharanya peralatan
perpustakaan, tidak adanya penambahan buku
dan peralatan perpustakaan lainnya. 2) Kepala
Sekolah belum merealisasikan alokasi dana
BOS untuk perawatan dan pembelian komputer.
Selarma ini yang digunakan sekolah masih
menggunakan komputer milik pribadi. 3)
Kepala Sekolah belum merealisasikan alokasi
anggaran unluk pemeliharaan sekolah dari dana
BOS, terlihat kondisi sekolah masih kumuh,
tembok dinding sckolah banyvak  yang
terkelupas, cat temboknya terlihat kusam dan
kotor banyak genteng yang pecah schingga
ketika hujan terjadi kebocoran

Bepdasarkan  latar  belakang  penclitian
diatas, maka yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah
Implementasi  kebijakan Peraturan  Menteri
Pendidikan dan K.ebudayaan Nomaor 101 Tahun
2013 Tentang Bantan Operasional Sekolah di
SDMN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang
Kabupaten Pangandaran Tahun 20147 2) Apa
hambatan-hambatan  yang dihadapi  dalam

Implementasi kebijakan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun
2013 Tentang Bantwan Operasional Sekolah
SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang
Kabupaten Pangandaran Tahun 20147 3)
Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk
mengatasi  hambatan-hambatan  yang  terjadi
dalam Implementasi kebijakan Peramran
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional
Sckolah di SDN 2 Ciparakan Kccamatan
Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun
20147

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian kualitatif. Penclitian
dilakukan selama 9 (sembilan) bulan. Data
primer dalam penelitian ini adalah data yang di
perolch langsung dari responden yang berupa
data hasil wawancara scrta hasil observasi
peneliti  yang  berupa data fisik  lentang
implementasi  kebijakan tentang Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional
Sekolah. Sedangkan data sckunder berupa
dokumentasi-dokumentasi  hasil-hasil laporan
pelaksanaan  kebijakan tentang  Peraturan
Mented Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional
Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan
Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun
2014.

Informan dalam penelitian  ini  adanya
sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data
yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah studi kepustakaan dan studi lapangan
{observasi dna wawancara). Teknis analisis data
dalam penelitian ini adalah:

l. Data Reduction (Reduksi Data)
2. Data Display (Penyajian Data)
1. Conclusion Drawing/Verivikation

(WVerifikasi Data)

LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi Kebijakan
Implementast  adalah proscs  untuk

memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan

tercapainya kebijakan tersebut. Impelementasi

juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk

membuat sesuami dan memberikan hasil yang
bersifut praktis terhadap sesama, Implementas:
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wewenang dan  tanggung jawab  Kurang
disesuaikan dengan pembagian tugas atau
ditandai  oleh  adanya  pembatasan-
pembatasan yang kurang jelas.

Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi
Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan
sarana bagi implementasi kebijakan publik.

Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila

dalam pembuatan maupun implementasinya

didukung oleh sarana-sarana yang memadal.

Menurut Sunggono (1994 :

yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat

terlaksana dengan baik, yaitu :

4, Peraturan hukum ataupun  kebijakan itu
sendiri, di mana terdapat kcmungkinan
adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan
antara kebijakan-kebijakan dengan hukum
yang tidak tertulis atau kebiasaan yang
berlaku dalam masyarakat.

b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum
atau kebijakan. Para petugas hukum {secara
formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi,
dan sebagainya harus memiliki mental yang
baik dalam mclaksanakan (menerapkan)
suatu peraturan perundang-undangan atau
kebijakan. Sebab apabila tchgadi  yang
sebaliknya, maka akan terjadi
gangguangangguan atan hambatan-
hambatan dalam melaksanakan
kebijakan/peraturan hukuam.

c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukmtlg

pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila
suatu peraturan perundang-undangan ingin
terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang
oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar
tidak menimbulkan gangguan-gangeuan atau
hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal
ini diperlukan adanya kesadaran hukum
masvarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku
warga masyarakal seperti yang dikehendaki
oleh peraturar perundang-undangan.

Pengertian Dlana Bantuan
Sekolah {BOS)

Danz Banman Operasioanal  Sekolah
adalah suatu dana yang diberikan pemerintah
sebagai subsidi dalam bidang pendidikan vaitu
tingkat pendidikan dasar yang diberikan kepada
seligp warga negara untuk  dibcbaskan dari

Operasional

158), unsur-unsur

beban biaya operasioanal sekolah. Program
dana Bantuan Operasional Sckolah (BOS)
bertujuan untuk memberikan bantuan kepada
sckolah dalam rangka membebaskan furan
siswa,  letapi sekolah  wewp  dapal
mempertahankan mutu pelayanan pendidikan
kepada masyarakat.

Dalam Bukue Panduan BOS (2006: 8)
menyebutkan bahwa ; “B0OS adalah komponen
untuk biaya operasional non persoml bagi
sekolah™. Lahimya program BOS
dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran
bahwa peningkatan harga BBM, vang
mengakibatkan twrunnya daya beli masyarakat,
juga akan berdampak negatif terhadap akses
masyarakat miskin untuk mendapat pendidikan
serta menghambat pencapaian wajib belajar
pendidikan dasar 9 Tahun.

Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101

Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional

Sckolah

Untuk mengatasi dampak dari krisis
ckonormi  bagi masyarakat miskin  dalam
mengakses pendidikan, banyak hal kebijakan
publik yang harus dipecahkan, seperti program

Jaring Pengaman  Sosial (JP5) di  bidang

pendidikan, dengan jalan memberikan beasiswa

bagi anak didik dari keluarga miskio dan
pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
bagi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtida’ivah,

Sekolah Menengah Pertama, Madrasah

Tsanawiyah, Sekolah Pertama Menengah

Pertama Luar Biasa baik negeri maupun swasta,

Pesantren Salafiyah, dan Sekolah keagamaan

non Islam yang setara ST dan SMP.

Selanjutnya  dalam  Peraturan  Menten

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 tahun

2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan

Pertangoungjawaban  Keuangan  [Dana  Bos

Tahun Anggaran 2014 Pasal 2, bahwa petunjuk

teknis BOS 2014 disusun dengan wjuan :

a. Penpggunaan dan BOS tepat sasaran dalam
mendukung penyelengparaan wajib belajar 9
tahun (sembilan) tahun secara efzkiil dan
efisien

b. Pertangsungjawaban keuangan dana BOS
dilaksanakan dengan terlib  adiministrasi,
transparan, akuntabel. tepat waktu dan
tethindar dari penyimpangan.
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Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Neomor 101 Tahun
2013 Tentang Bantuan Operasional Sckolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang
Kabupaten Pangandaran Tahun 2014

Berdasarkan analisis hasil wawacara tiap-tiap indikator dalam implementasi kebijakan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah
di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014 dupat disajikan
dalam tabel hasil rekapitulasi berikut ini:

TABEL REKAPITULASI HASIL WAWANCARA MENGENAI IMPLEMENTASI KEBITAKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 101 TAHUN 2013
TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SDN 2 CIPARAKAN
KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014

untuk kegiatan
pembelajaran

menyatakan sudah dapat
merealisasikan alokasi unok
kegiatan pembelajaran

Sub Variabcl Tndikator Tanggapan informan
I. Penppunaan a. Adanya pengadaan informanno. 1,2, 3,4, 5,6,7 | informan no. 8, 10 dan 11
dan BOS wepat buku pegangan guru | dan 9 menyatakan sudah menyatakan belum dapat
sasaran dapat mercalisasikan direalisasikan
anggaran BOS untuk buku
prangan gura :
b. Adanys pengadaan informan no. 1,2,3,4 dan 5 informan no. 6,7,8,9,10 dan
buku teks pelajaran | menyatakan sudah dapat 11 manyatakan masih belum
merealisasikan nmtuk dapat merealisasiban buku
pengadaan buku teks teks pelajaran siswa '
c. Adanya pergantian Informan no. 1 menyatakan informan no. 2,3, 4, 5,6, 7,
buku yang rusak sudah dapat mercalisasikan B. 9,10 dan 1] menyatakan
untuk pergantian buku yang | belum dapat melakukan
rusak pergantian buku yang rusak
d. Adanya alokasi informanno. 1, 2, 3,4, 6,10 | infonman no. 5,7,8 dan 9
anggaran untuk dan 1] menyatakan sudah menyatakan belum dapat
pengadaan ATE dapat merealisasikan alokasi | merealisasikan alokasi
anggaran untuk pengadaan anggaran untuk pengadaan
ATK ATK
e. Adanya alokasi informan no. 1,2 dan 3 sudah | infortman no. 4,5,6,7,8.9 10
untuk akses dapal mercalisasikan dan 11 menyatakan belum
informasi ondine unguuran unfuk akses dupal merealisasikan
berupa penggunaan | informasi online berupa anggaran untuk akses
internet dengan penggunaan intermet dengan | informasi online berupa
wobile modem mobile modemn penggunaan internct dengan
mobile modem
f. Adanya alokasi informan no. 1,2 dan 3 informan no. 4, 5,6, 7,
untuk pemeliharaan | menvatakan sekolab sudah 8,910 dan 11 menyatakan
perabot sekolah dapat merzlisasikan anggaran | untuk pemeliharaan perabot
BOS untuk untuk sekolah belum dapat
pemcliharaan perabot merealisazsikannya
sckolah l
g Adunya alokasi informan no. 1 dan 2 informan no. 3, 4, 5.6, 7, &,

9,10 dan 11 menyatakan
belam dapat merealisasikan
alukasi untuk kegiatan
pembelajaran

. Adanya alokasi

unluk kegialan
chstrakurikuler
peserla didik

informanne. 1,2, 3, 5.6, 7,
8§ dan 10 menyatakan sudah
dapat merealisazikan alokasi
uituk kegialan

ckstraluniluler peserta didik

informan no, 4, 9 dan 11
menyatakan masih belum
dapat mersaliszsikan alokas:
uniluk kegiaian
gkstrakurikuler peserta didik
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Adanya alokasi
untuk pengecatan,
perbaikan atap
bocor dan
perbaikan mebeler

informan no. 1,23 dan 4
menyalakan sudah dapat
merealisasikcan alokosi umuk
pengecatan, perbaikan atap
bocor dan perbaikan mebeler

informan no. 5,6, 7, 8, 9,10
dan 11 masih belum dapat
mercalisasikan alokasi
untuk pengecatan, perbaikan
atap bocor dan perbaikan
mebeler

j.  Adanya alokasi informan ne. 1,2 menyarakan | informanno. 3,4, 5,6, 7, §,
untuk perbaikan selama ini sudah dapat 9, 10 dan 11 menyatakan
kamar mandi dan melakukan perbaikan kamar | sckolah masih kurang dapat
WC puru dan mandi dan WC guru dan merealisasikan anggaran
peserta didik peserta didik BOS untuk perbaikan kamar

mandi dan WC guru dan
peserta didik

k. Adanya alokasi Tidak terdapat informan Seluruh informan
uniuk pembelian yang menyalakan sudah menyaiakan sekolah masih
dan perawatan dapat merealisasikan alokasi | belum dapat merealisasikan
perangkat untuk pembelian dan alokasi untuk pembelian dan
komputer sckolah | perawatan porangkat perawatan perangkat

komputer sckolah komputer sckolah

. Adanya alokasi Tidak ada informan yang seluruh informan
untuk pengadaan menyatakan sudah dapat menyatakan bahwa sekolah
alat celak dan merealisasikan sclama ini belwn dapat
pemindai seperti merealisasikan untuk
printer dan scanner penpadaan alat cetak dan

pemindai -

m. Adanya alokasi informan no, | dan 2 informanno_ 3,4, 5,6, 7, 8,
untuk alat menyatakan sudah dapat 9, 16 dan 11 menyatakan
peragafmedia merealisasikan alokasi untuk | masih belum dapat
pembelajaran, alat perapa/media merealisasikan alokasi
pembelian meja pembelajaran, pembelian untuk alat peraga’media
dan kursi peserta meja dan kursi peserta didik | pembelajaran, pembelian
didik jika jika pengzunaan seluruh meja dan kursi peserin didik
penggunaan komponen telah lerpemuhi jika pengpunaan seluruh
selurub komponen komponen telah terpenuhi
tefah terpenihi

2. ‘Pertanggungja |a. Adanya pembualan informanno. 1, 2,3,4,5, 6, | informan no.10) menyatakan
waban Rencana Kegiatan 7. 8,5 dan 11 menyatakan masih kurang optimal dalam
kenangan dana dan Anggaran sudah dapat melakulan melakukan pembuatan
BOS Schkolah (RAKS) pembuatan Rencana Rencana Kegiatan dan

yang ditandatangani | Kegiatan dan Angparan Anggaran Sckolah (RAKS)

olch Kepala Sekalah
dan Komile Sckalah

Sekolab (RAKS) yang
ditandatangani oleh Kepala
Sckolah dan Komite Sckolah

yang ditandartangani oleh
Kepala Sekolah dan Komite
Sekolah

. Adanya Buku Kas

Umum, Buku
Pembantu Kas, Buku
Pembantu Bank dan
Buku Pembaniu
Pajak

informannao. 1,2,3,5, 6,7
dan 10 menvarakan sudah
terdapat Buku Kas Umum,
Buku Pembantu Kas, Buku
Pembantu Bank din Buku
Pembantu Pajak

informan no. 8,9 dan 11
menyatakan masih kurang
oplimal dalam pembuatan
Buku Kas Umum, Buku
Pembantu Kas, Buku
Pembantu Bank dan Buku
Pembaniu Pajak

. Adanya laporan

realisasi penggunaan
dana tiap sumber
dana yang dikelola
oleh sekolah pada
perinde yang sama

informannoe, 1,2,3,4, 5,6,
7. 9 dan 11 menyatakan
sudah dapat membuat
lapman realisasi pengrunaan
dana tiap sumber dana yang
dikelola oleh sekolal pada

periode yang sama

intforman no. 8 dan 10
menyatakan masih kurang
oplimal dalam membuat
laporan realisasi
pengeunaan dana yans
tikelala oleh sckolah pada
periade yang sama
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d. Adanya laporan
rekapitulasi dari 13
komponen
penggunaan dana

BOS

Seluruh informan
menyatakan bahwa sudah
dapat membuat laporan
rekapimlasi dari 13
komponen penggunaan dana
BOS

Tidak ada informan yang
menyatakan masib belum
dapat membuat lnporan
rekapitulasi dar 13
komponen penggunaan dana
BOS

e. Adanya pembuatan
laporan hasil
pelaksanaan kegiatan
berupa laporan-
laporan keuangan
maupun dokumen

informanng, 1,2, 3,5.6, §
dan 10 menyatakan sudah
melakukan pembuatan
laporan hasil pelaksanaan
kegiatan berupa laporan-
laporan keuangan maupun

informan no, 4,7.9 dan 11
menyatakan masih kurang
optimal dalam melakukan
pembuatan laporan hasil
pelaksanaan kegiatan berupa
laporan-laporan keuangan

pendukungnya dokumen pendukungnya maupun dokumen
pendukungnya
Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas dapat Kecamatan Kalipucang Kabupatcn

diketahui bahwa implementasi kebijakan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Momor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan

Pangandaran Tahun 2014, diantaranya :

1.

Belum  optimalnya realisasi  pengadaan
buku pegangan guru dari dana BOS
sekolah

dalam
Belum dilakukannya pergantian buku yang
Masih kurangnya realisasi untuk pengadaan
Belum adanya penggunaan intemet dengan
Belum optimalnya realisasi untuk kegiatan
Masih belum direalisasinya alokasi untuk
pemeliharaan perabotan sekolah

sekolah  belum merealisasikan  kegiatan

Sekolah masih belum dapat mercalisasikan
untuk pengecatan, perbaikan atap bocor dan

. Belum adanya realisasi untuk perbaikan

kamar mandi dan WC guru dan peserta

. Sckolah belum dapat merealisasikan untuk

pcrawatan  perangkat

. Sckolah belum melakukan pengadaan alat

cetak dan penundar seperti printer dan

sckolah dalam
peraga/media
pembelajaran, pembelian meja dan kursi

sckolah dalam

Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan 2. Belum optimalnya
Kecamatan Kalipucang Kabupalen pengadaan buku teks pelajaran
Pangandaran Tahun 2014 secara umum sudah 3
dapat direalisasikan, namun masih terdapat rusak.
beberapa  indikator pelaksanzannya  masih 4.
belum optimal. ATK

Berdasarkan  hasil  observasi  dapat 5
diketahui bahwa selama ini implementasi mobile modem
kebijakan Peratwran Menteri Pendidikan dan 6.
Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang pembelajaran
Bantuan Operasional Sckolah di SDN 2 T
Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten
Pangandaran Tahun 2014 sudah dapat B.
dilaksanakan sesual dengan tujuan dalam ekstrakurikuler siswa
petunjuk tekmis BOS 2014 dalam Peraturan 9
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan MNomor
101 tabun 2013 tentang Petunjuk Teknis perbaikan mebeler
Pengpunaan dan Peranggungjawaban 10
Keuangan Dana Bos Tahun Anggaran 2014,

didik.
Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam 11
Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri pembelian  dan
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 komputer sckolah
Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional 12
Sckolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan
Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun RCANTCT
2014 13. Belum  optimalnya
merealisasikan untuk  alat

Berdasarkan  tabel  rekapitulasi  dapat
diketaiwi bahwa terdapat hambalan yang pescria didik.
dihadapi  dalam  implementasi  kebijakan 14. Belum  optimalnya
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pembuatan RAKS
Nomor 100 Tahun 2013 Tentang Bantuan 15

Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan

. Belum optimal sekolah dalam  membuat

buku kas umum, buku pembantu kas, buku
pembantu bank dan buku pembantu pajak

Halaman | 388



demanigsn REtpaKan Haraturan Menien rendidikan Uan hedudayaan sNomor W 1 andin <y

Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan
Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014
NOVA NURHANIVA

16. Kurang optimal dalam membuat laporan
realisasi penggunaan dana tiap sumber dana
yang dikelola oleh sekolah pada periode
yang sama

i 7. Belum optimalnya sekolah dalam membuat
laporan rekapitulasi dari 13 komponen
penggunaan dana BOS

1%. Belum optimalnya pembuatan laporan hasil
pelaksanaan kegiatan

Upaya-upaya yang Dilakukan Untuk

Mengatasi  Hambatan-Hambatan  yang

Terjadi dalam Implementasi kebijakan

Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan

Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013

Tentang Bantuan Operasional Sekolah di

SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang

Kabupaten Pangandaran Tahun 2014

Berdasarkan tabel rckapitulasi di atas
dapat dikctahui bahwa SDN 2 Ciparakan

Kecamatan Kalipucang Kabupaten

Pangandaran telah melakukan berbugai upaya

mengatasi  hambatan-hambatan  di  atas,

diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Upaya untuk merealisasikan pengadaan
buku pegangan guru dengan mendata
kebutuhan buku pegangan guru dari mulai
kelas I sampai kelas VI dengan bertanya
langsung pada guru kelas.

2. Dilakukan upaya untuk pengadaan buku
pelajaran siswa berupa upaya inventasrisasi
macam-macam buku tcks pelajaran siswa
dan jumlah buku dari mulai buku kelas 1
samipai kelas VI

3. Upaya mengganti buku yang telah rusak
dengan mendata dan menginventarisir
buku-buku yang terdapat di perpustakaan
dengan cara memisahkan  buku-buku
pelajaran yang sudah rusak yang ada
diperpus kemudian di data buku-buku apa

vang dibutuhkan dan berapa vang
dibutuhkan
4. Upaya merealisasikan pengadaan ATK

dengan melakukan pengecekan, perdataar
dan inventarisasi seluruh ATK yang ada
dan menetukan ATK yang dibutuhkan

5. Upaya untuk dapat mengakses informasi
denpan  menggunakan  internet  dengan
mobil modem berupa pengadaan  alat
penguat sinyal dan mengajukan
permoheonan pada Telkom untuk  dapat
berlangpanan speddy.

6.

10.

12,

. Upaya

Upaya merealisasikan untuk  kegiatan
pembelajaran dengan melakukan pengadaan
berbagai alat dan media pembelajaran yang
dibutahkan yang sebelumaya dilakukan
pendataan ulang,

Upaya untuk merealisasikan dana BOS
untuk pemeliharaan perabotan sekolah
berupamelakukan pendataan  ulang  dan
inventarisasi seluruh perabotan sekolah.
Upaya dalam mengalokasikan dana BOS
untuk kegiatan ckstrakurikuler siswa berupa
melakukan penjadwalan berbagai kegiatan
yang akan dilakukan dan inventarisasi
terhadap fasilitas-fasilitas ekstrakurikuler
Dilakukan wupaya untuk merealisasikan
pengecatan, perbaikan atap bocor dan
perbaikan mebeler berupa menunggu wakiu
yang tepat agar perbaikan dapat dilakukan,
mencari suplayer cat yang lebih kompetitif,
menyediakan kebutuhan yang diperlukan,

mencari tenaga kerja serta mencari
pemasok  yang  menawarkan harga
kebutuhan yang lebih rendah

Dilalukan upaya unituk dapat

merealisasikan anggaran perbaikan WC
siswa dengan mengganti dan membangun
secara total dengan meminta kepada orang
tua siswa untuk bergotong royong dalam
pelaksanaan pembangunannya.

untuk  dapat  merealisasikan
pembelian  dan  perawatan  perangkat
komputer sekolah berupa upava mencari
pemasok komputer yang dapat memenuhi
keinginan sekolah dalam menyediakan
perangkat komputer yang berkualitas dan
harganya relatif murah.

Upava untuk pengadaan alat cetak dan
pernindai seperti printer dan scanner dengan
terlebih  dahuly  nelakukan  pembelian
komjuiter

. Upava dalam merealisasikan unmk alat

peraga/media  pembelajaran,  pembelian
meja dan kursi peserta didik berupz upaya
agar scluruh pos-pos penggunaan dana BOS
dapat direalisasikan sekolah sehingga untuk
alat peraga/media pembelajaran, pembelian
meja  dan  kursi  peserta didik dapat
terpenuhi,

. Upaya dalam pembuatan RAKS sckolah

melakukan musyawarah dengan
mengundang serta melibatkan komite dan
orang lua siswa
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Upava sekolah dalam membuat buku kas
wmum, buku pembantu kas, buku pembantu
bank dan buku pembantu pajak  berupa
mencari format adminstrasi tersebut yang
mudah dipahami dan dimengerti

Upaya sekolah dalam membuat laporan
realisasi penggunaan dana tiap sumber dana
vang dikelola oleh seckolah pada periode
vang sama, berups melakukan pencatatan
setiap pengeluaran anggaran baik jumlah
uangnya maupun jenis barangnya sehingga
diketahui jumlah anggaran yang sudah
terserap dari  anggaran vang telah
direncanakan

Upaya sekolah dalam membuat laporan
rckapitulasi dari 13 komponen penggunaan
dana BOS dengan melakukan pencatatan
sctiap  penggunaan dana  kemudian
disesuaikan dengan item  alokasi
penggunaan dana sesuai buku petunjuk.
Upaya sekolah dalam pembuatan laporan
hasil pelaksanaan kegiatan berupa laporan-
laporan  keuangan maupun dokumen
pendukungnya dilakukan dengan bukti-
bukti transaksi seperti nota, kuetansi dan
materai.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian

pada bab sebelumnya mengenai implementasi
kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang

Bantuan

Operasional  Sekolah di SDN 2

Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten

Pangandaran

Tahun 2014, dapat ditarik

kesimpulan adalah sebagai berikut :

1,

Berdasarkan  hasil  wawancara  dapal
dikctahui  bahwa secara umum  sudah
dilaksanakan namun masih ada sebagian
realisasi penggunaan dana BOS yang belum
optimal. Sclama ini SDN 2 Ciparakan

Kecamulai Kalipucang Kabupaten
Pangandaran  masih  belum  sepenuhnya
dapal  mengimplementasikan  Peraturan
Menteni  Pendidikan  dun  Kebudayaan

Momor 101 Tahun 2013 Tentang Banluan
Operasional Sekolah sesuai dengan tujuan
dalam petunjuk tcknis BOS 2014 seperti
belum  optimaloya dalam mercalisasikan
alokusi pengembangan perpustakaan Dbaik
pengadaan buku pegangan guru, buku teks
pelajaran siswa, pergantian buku  yang

=Tl

rusak, akses  informasi, pengadaan
perabotan sckolah, kegiatan pembelajaran
termasuk  ekstrakurikuler dan  perbaikan
gedung  sekolah  seperti  pengecatan,
penggantian genteng bocor dan mebeler
sekolah, perbaikan WC guru dan siswa.
Berdasarkan  hasil  wawancara bahwa
hambatan yang dihadapi pengadaan buku
pegangan gurl, buku leks pelajaran dan
mengganti buku yang rusak berupa belum
melakukan inventasrisasi kebutuban buku
pegangan guru, buku teks pelajaran siswa
dari mulai buku kelas T sampai kelas VI dan
inventarisir buku-buku pelajaran yang rusak
untuk diganti dengan vyang bamu, inasih
belum optimalnya realisasi pengadaan
ATE, kurang direalisasinya alokasi akses
informasi, untuk pemeliharaan perabotan
sekolah berupa belum adanya pendataan
ulang atau inventarisir seluruh perabotan
sckolah, masih kurangnya realisasi untuk
keperluan kegiatan pembelajaran seperli
kurang tersedianya media pembelajaran,
sarana dan prasarana lainnya. Di samping
itu sekolah masih belum optimal dalam
perbaikan gedung sekolah seperti untuk
pengecatan, perbaikan atap bocor dan
perbaikan mebeler belum adanya realisasi
untuk perbaikan kamar mandi dan WC guru
dan peserta didik.

Berdasarkan  hasil wawancara  telah
dilakukan upaya mengatasi hambatan yang
dihadapi, diantaranya adalah upaya untuk

© pengadaan buku pegangan guru, upaya

pengadaan buku pelajaran siswa berupa
upaya inventasrisasi macam-macam buku
teks pelajaran siswa dan jumlah buku dari
mulai buku kelas T sampai kelas VI,
mendata dan menginventarisir buku-buku
yang terdapat di perpustakaan dengan cara
memisahkan  buku-buku pelajaran  yang
sudah rusak yang ada diperpus kemudian di
data  buku-buku apa vang dibutuhkan,
upaya untuk dapal mengakses informasi

dengan menggunakan internet  denpan
mobil modem  berupa  pengadaan  alat
penguat sinyal dan mengajukan

permohonan pada Telkom untuk  dapac
berlangganan  speddy, upaya melakukan

untuk  kegiatan  pembelajaran  termasuk
kegiatan  ekswrakurikuler, upaya  untuk
mercalisasikan ~ dana  BOS wriluk

pemeliharaan  perabotan  sekolah  berupa
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melakukan pendataan  ulang  dan
inventarisasi seluruh perabotan sekolah,
upaya dalam mengalokasikan dana BOS
untuk  kegiatan pembelajaran  berupa
melakukan inventarisasi terhadap
keburuhan pada  saat  pelaksanaan
pembelajaran sepetti sarana dan prasarana
yang dibutuhkan.

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis

dapat menpgajukan saran yaitu:

1. Pengelolan dana BOS SDN 2 Ciparakan
Kecamatan Kalipucang Kabupaten
Pangandaran diharapkan agar dalam
merealisasikan  selurah ilem  penggunaan
dana BOS dan lebih terfokus pada
penggunaan dana BOS yang belum optimal
misalnya alokasi dana BOS untuk
pengadaan buku pegangan gurn, buku
pelajaran siswa, alokasi untuk mengganti
buku yang rusak, pengaduan ATK, akses
informasi, alokasi untuk keperluan kegiatan
pembelajaran  termasuk  ckstrakurikuler,
perbaikan  gedung seperti  pengecatan,
perbaikan atap bocor dan perbaikan
mebeler, perbaikan WC guru dan siswa dan
untuk pembelian dan perawatan perangkat
kompuler berserta printer dan scaner, alat
peraga/media  pembelajaran,  pembelian
meja dan kursi peserta didik dan laporan
pertanguungjawaban pengunaan dan BOS
seperti pembuatan  RAKS, buku
administrasi, laporan tiap item penggunaan
ROS, laporan rekapitulasi dan dokumen
pendukung.

2. Dvharapkan pengelola dana BOS SDN 2
Ciparakan Kecamatan Kalipucang

* Kabupaten Pangandaran dapat
melaksanakannya dan menggunakannya
sesual buku petunjuk sehingga hambatan-
harnbatan yang dihadapi seperti kurangnya
pengadaan buku pegangan siswa, buku
pelajaran siswa, penggantian bulm yang
rusak, pengadaan ATK. keperluan kegiatan
pembelajaran  termasuk  ckstrakurikuler,
perbaikan  gedung  sekolah  seperti
pengecatan, perbaikan atap bocor dan
perbaikan mebeler, perbaikan WC guru dan
siswa dan penpadaan peranghkat komputer
bertkut  printer  dan  peomindainya  serta

laporan pertanggungjawban penggunaan
BOS dapat diminimalisir.

3. Sebaiknya kepala sekolah, guru, pengelola
BOS dapat bekerja sama dalam pelaksanaan
program BOS untuk mengatasi berbagai
kendala yang dihadapi dengan melakukan
berbagai  upaya  diantaranya  upaya
inventasrisasi macam-macarn buku
pegangan guru, buku teks pelajaran siswa
dan jumlah buku dari mulai buku kelas I
sampai kelas VI, baik yang belum ada
maupun yang sudah rusak, melakukan
perbaikan sarana dan prasarana sckolah
serta pengadaan peralatan tcknologi berupa
perangkat komputer dan alat cetaknya yang
dibutuhkan dan  upaya-upaya dalan
pelaporan  petanggungjawaban  sehingga
implementasi kebijakan Peraturan Menter
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101
tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan  dan  Pertangpungjawabun
Ketangan Dana Bos Tahun Anggaran 2014
dapat dilaksanakan sepenubnya,
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